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LATAR BELAKANG

Rezim Pilkada serentak yang dimulai sejak tahun 2015 secara
regulasi memberikan penguatan kelembagaan terhadap Badan Pengawas
Pemilu, khususnya Panwaslu, dengan kewenangan menangani
pelanggaran administrasi (Pasal 138 UU 1 tahun 2015), sengketa
antarpeserta Pemilihan, dan sengketa antara peserta dengan
Penyelenggara Pemilihan. Keputusan Panwaslu bersifat final dan
mengikat (Pasal 141-144 UU 1 tahun 2015). Ketentuan ini juga
mencerminkan sebuah transformasi Panwaslu, yang awalnya hanya
memantau dan mengawasi tahapan pelaksanaan Pemilu, kini juga
sebagai tempat penyelesaian perselisihan selama tahapan Pemilu
(Electoral Supervisory), dan kewenangan untuk menyatakan kesahan dan
keabsahan dari proses penyelenggaraan pilkada (Surbakti & Fitrianto,
2015:8).

Penelitian ini beranjak pada penyelenggaraan Pilkada serentak
tahun 2015 yang dilaksanakan di 269 daerah, terdiri dari 9 Pemilihan di
tingkat Provinsi, 224 Pemilihan di tingkat kabupaten, dan 36 Pemilihan di
tingkat kota (informasipedia.com, 20 Desember 2018). Pada 24 Agutus
2015, KPU menetapkan 765 calon di 257 daerah (Sinambela et al.,
2016:84). Dari 257 daerah tersebut, peneliti mendapati sebuah kasus
yang serupa menimpa bakal calon wakil bupati namun memiliki
perlakuan yang berbeda. Kasus tersebut adalah kasus LHKPN palsu yang
terjadi di Kabupaten Sekadau (Kalimantan Barat) yang menyeret bakal
calon wakil bupati Saharudin, dan di Kabupaten Bolaang Mangondow
Selatan (Sulawesi Utara) yang menyeret bakal calon wakil bupati H. Yusuf
K Mooduto (Surat KPU RI Nomor 508 /KPU/VIII/2015).

Kedua bakal pasangan calon tersebut tersangkut permasalahan
syarat calon yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena sudah
melampaui batas waktu tahapan perbaikan (PKPU Nomor 2 tahun 2015).
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Akan tetapi dari dua kandidat ini memiliki nasib yang berbeda. Yusuf K
Mooduto tidak ditetapkan sebagai peserta Pilkada oleh KPU Kabupaten
Bolaang Mangondow karena tidak memenuhi syarat pencalonan
(liputanbmr.com, 27 Desember 2018), sedangkan Saharudin pada
awalnya tidak ditetapkan sebagai peserta Pilkada namun  dengan
menempuh proses penyelesaian sengketa di Panwaslu Kabupaten
Sekadau yang kemudian dimenangkan oleh Saharudin sehingga akhirnya
ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sekadau (KPUD) sebagai peserta Pilkada.

Diloloskannya Saharudin sebagai peserta Pilkada menimbulkan
pro dan kontra di masyarakat. Merebaknya isu gratifikasi dalam
penyelesaian sengketa dan isu bahwa Saharudin hanyalah kandidat
boneka dari pasangan calon Rupinus-Aloysius sebagai alat mengurangi
perolehan suara pasangan calon Simson-Paulus Subarno, begitu kentara.
Beberapa pihak juga meyakini adanya intervensi dari mantan bupati yang
memiliki kepentingan agar pasangan calon Rupinus-Aloysius bisa
memenangkan Pilkada.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Sekadau. Kabupaten
Sekadau merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sanggau
yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat.
Kabupaten Sekadau terdiri dari tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan
Sekadau Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu, Kecamatan Nanga Taman,
Kecamatan Nanga Mahap, Kecamatan Belitang Hilir, Kecamatan Belitang,
dan Kecamatan Belitang Hulu.

Kabupten Sekadau dihuni oleh beragam suku, akan tetapi dalam
konteks penelitian ini akan difokuskan pada penghuni asli Kabupaten
Sekadau yaitu Dayak. Suku Dayak di Kabupaten Sekadau terdiri dari 16
sub suku yang tersebar di tujuh kecamatan. Adapun keenam belas sub
suku dayak tersebut adalah Mualang, Benawas, Ketungau Sesae,
Sekujam, Jawatn, Sawai, Kancikng, Mentukak, Kerabat, Ketior, Taman
Sekado, Koman, Mahap, Menterap Kabut, Menterap Sekado, dan Ulu
Sekadau (Alloy et al. 2008). Dari keenam belas sub suku dayak tersebut,
sub suku dayak Mualang merupakan suku mayoritas dari segi jumlah,
juga perseberannya lebih berkelompok pada tiga kecamatan yaitu,
Belitang, Belitang Hilir, dan Belitang Hulu. Sementara kelimabelas sub
suku dayak lainnya tersebar di kecamatan Belitang Hilir, Sekadau Hilir,
Sekadau Hulu, Nanga Taman dan Nanga Mahap.

KERANGKA TEORI
Studi tentang manipulasi Pemilu dapat dibagi menjadi tiga
jenis. Pertama, berkonsentrasi pada mendeteksi kecurangan
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pemilu. Kedua, berfokus pada metode yang digunakan untuk melakukan
kecurangan pemilu dan alasan kecurangan pemilu dilakukan. Ketiga,
kajian terhadap manipulasi dan risiko dalam praktik pemungutan suara
elektronik (Hill, 2017:773). Untuk memahami bekerjanya manipulasi
dalam Pilkada Kabupaten Sekadau tahun 2015, maka dalam kajian
literatur berfokus pada aspek metode yang digunakan untuk melakukan
manipulasi pemilu beserta alasannya.

Untuk mengurai lebih lanjut tipe dan kasus manipulasi Pemilu,
maka dalam kajian literatur ini dibagi lima bagian yaitu, manipulasi
Pemilu di rezim otoritarian, manipulasi Pemilu di rezim hybrid,
manipulasi Pemilu di rezim flawed democracies, manipulasi Pemilu di
rezim full democracies dan manipulasi Pemilu dalam studi komparatif di
beberapa negaral.

Manipulasi Pemilu di rezim otoritarian seperti diungkap oleh
Schiller (1999), Nisa et.al (2017), Mahfud MD (2017), Badoh & Dahlan
(2010) Mebane Jr. dan Kalinin (2010) memliki karakterisitik yang lebih
terstruktur, sistematis, dan masif. Schedler (2002) melihat manipulasi
Pemilu terkait erat dengan kemunculan negara demokrasi baru, dimana
sesungguhnya rezim otoritarian mempertahankan kekuasaannya dengan
cara menyelenggarakan Pemilu secara berkala untuk mendapatkan
legitimasi. Lain halnya dengan Schedler, Ziblatt (2009) dalam temuannya
mengungkapkan bahwa manipulasi Pemilu erat kaitannya dengan kelas
masyarakat dan kepemilikan modal.

Manipulasi Pemilu di rezim hybrid seperti diungkap oleh Kovalov
(2014) hampir tidak berbeda dengan manipulasi di rezim otoritarian,
dimana manipulasi Pemilu dilakukan secara terstruktur, sistematis dan
masif. Berbeda dengan temuan Kovalov, Alston dan Gallo (2009)
menjelaskan bagaimana manipulasi Pemilu terjadi dengan memanfaatkan
celah peraturan dan lemahnya penegakan hukum.

Manipulasi Pemilu di rezim flawed democracies sebagaimana
diungkap oleh Yusra dan Darmawan (2017) terjadi dalam proses
pencalonan, yaitu dilakukan dengan cara menghambat kandidat yang
menjadi pesaing terkuat untuk menjadi peserta pemilihan. Pendapat
Yusra dan Darmawan tersebut senada dengan temuan Lay et al. (2017)
yang menyebutkan bahwa manipulasi Pemilu terjadi dalam proses
pencalonan dengan cara mengurangi calon dan kemudian memanfatkan
celah peraturan untuk mengonversi hal tersebut menjadi calon tunggal.

1 Pengklasifikasian negara berdasarkan 4 tipologi rezim demokrasi ini merujuk pada Democracy Index 2015
Democracy in an age of anxiety (hal 4-8 dan 45-46) yang dipublikasi oleh The Economist Intelligence Unit
pada tahun 2016. Pengklasifikasian dalam reviu literatur ini juga disesuaikan dengan konteks ketika tulisan
tersebut dibuat.
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Berbeda dengan temuan peneliti sebelumnya, menurut McElwain (2007)
manipulasi Pemilu muncul pada aturan-aturan teknis Pemilu (micro-level
rules), sedangkan Drazen dan Eslava (2005) melihat manipulasi Pemilu
terkait erat dengan kebijakan fiskal pra-pemilihan.

Manipulasi Pemilu di rezim full democracies sebagaimana
diungkap oleh Hill et.al. (2017) dimana manipulasi Pemilu dipengaruhi
oleh rendahnya literasi dikalangan imigran, faktor budaya dan rumitnya
desain surat suara. Rumitnya desaian surat suara tersebut juga menjadi
temuan utama dari Agresti dan Presnell (2002) serta Niemi dan Herrnson
(2003) dimana manipulasi dalam hal teknikalitas desain surat suara
memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perolehan suara.

Beberapa peneliti yang melakukan studi komparasi pada beberapa
negara dengan rezim yang berbeda-beda seperti McDonald (1972)
mengungkapkan bahwa manipulasi Pemilu terjadi dalam bentuk kontrol
terhadap peraturan (Legal Controls) yang lebih permisif dan tindakan
manipulasi dilakukan secara terang-terangan (Fraudulent Controls).
Gehlbach dan Simpser (2011) melakukan penelitian tentang keterkaitan
manipulasi Pemilu sebagai alat kontrol terhadap birokrasi dimana
politikus akan selalu memanfaatkan ketergantungan birokrat yang secara
alamiah akan memilih untuk  mempertahankan karir dan
kesejahteraannya. Adapun Birch dan Carlson (2012) menunjukan motif
utama manipulasi Pemilu adalah demi keuntungan partisan, kolusi
antara partai politik dan aktor negara, khususnya penyelenggara pemilu,
dan manipulasi sebagian besar dilakukan oleh dan atas perintah partai
yang berkuasa. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa manipulasi
Pemilu dengan penggunaan kekerasan lebih sering terjadi di Afrika dan
Timur Tengah, sedangkan manipulasi sumber daya tampaknya lebih
umum di negara demokrasi Eropa Barat dan Amerika yang lebih maju.

Berbagai kajian tersebut menunjukkan manipulasi Pemilu tidak
hanya terjadi di rezim otoritarian, rezim hybrid, atau rezim flawed
democracies, tetapi juga dapat terjadi di rezim full democracies. Selain itu
aktor manipulasi Pemilu berasal dari peserta Pemilu dan penyelenggara
Pemilu. Dalam konteks Pilkada serentak, kasus ini menjadi menarik
dikarenakan dengan regulasi yang serupa/ franchise (Mozaffar & Schedler,
2002), tetapi dalam penerapannya menampilkan hasil yang berbeda
sebagaimana terjadi di Sekadau dan Bolaang Mangondow. Penelitian ini
juga menawarkan kebaruan bahwa manipulasi pemilu tidak hanya terjadi
karena adanya pengabaian norma penyelenggaraan Pemilu yang
demokratis oleh penyelenggara, akan tetapi manipulasi Pemilu juga
sangat terkait erat dengan kepentingan aktor non elektoral untuk
mengamankan kepentingan pribadinya.
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Adapun konsep-konsep manipulasi Pemilu yang digunakan dalam
penelitian ini mengacu kepada konsep manipulasi Pemilu yang sudah
mapan. Dalam studi manipulasi Pemilu ini, memang tidak ada kesamaan
penggunaan istilah dan definisi, seperti McDonald (1972:81-82), Schelder
(2002:44-45), Lopes-Pintor (2010:9), dan Vickery & Shein (2012:9)
mengguakan istilah electoral fraud, Lehoucq (2003: 235) menggunakan
istilah electoral rigging, Birch dan Carlson (2012:2) menggunakan istilah
electoral malpractice yang didefinisikan sebagai electoral crimes, Yusra dan
Darmawan (2017: 76), Drazen dan Eslava (2005), Gehlbach dan Simpser
(2011), dan Kovalov (2014) menggunakan istilah manipulaasi pemilu
(electoral manipulation), Birch (2011:2), Fariz dan Ilyas (2018:25), Badoh
dan Dahlan (2010:7-8) menggunakan istilah electoral corruption.

Penelitian ini akan menggunakan istilah manipulasi Pemilu yang
didefinisikan sebagai sebuah upaya atau tindakan secara terang-terangan
maupun secara sembunyi-sembunyi oleh penyelenggara, peserta atau
pihak yang berkepentingan dengan cara legal dan/atau ilegal untuk
mengubah hasil perolehan suara, atau dapat berdampak pada hasil
perolehan suara, dengan mengenyampingkan prinsip penyelenggaraan
pemilu yang demokratis dalam upaya memenangkan Pemilu dengan
memanfaatkan sumber daya dan struktur yang ada ketika Pemilu
berlangsung.

Adapun prinsip penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dalam
definisi tersebut merujuk kepada delapan prinsip penyelenggaraan Pemilu
yang demokratis Election Observation Handbook oleh the Organization for
Security and Cooperation in Europe - Office for Democratic Institutions
and Human Rights (OSCE-ODIHR 2010: 22-24).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif
studi kasus instrumental tunggal (Creswell 2015: 135-139) dimana data
primer bersumber dari wawancara mendalam (indepth interview) terhadap
21 informan. Ke-21 informan dipilih berdasarkan derajat keterlibatan
secara langsung dalam konteks sengketa pencalonan. Penulis dalam
pengumpulan data premier juga menggunakan teknik snowball effect,
sehingga kemudian penulis bisa mengembangkan penyelidikan dalam
rangka pengumpulan data tersebut ke informan lain yang dianggap
kredibel. Selain dari pada itu, penulis juga menggunakan teknik
pengumpulan data dengan teknik mewawancarai diri sendiri (the
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technique of interviewing the self)?, mengingat penulis terlibat langsung
dalam proses verifikasi syarat calon dan penyelesaian sengketa pada
pilkada tahun 2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pencalonan dan Sengketa Pencalonan

Selama proses pencalonan Pilkada tahun 2015 di Kabupaten
Sekadau, terdapat lima pasangan calon yang mendaftar sebagai peserta
pemilihan, terdiri dari dua pasangan calon melalui jalur perseorangan,
dan tiga pasangan calon diusung oleh gabungan partai politik. Namun
pasangan calon perseorangan Hermanto dan Samuel (HS) ditolak berkas
pendaftarannya oleh KPUD karena tidak memenuhi syarat jumlah
minimal dukungan, sedangkan pasangan calon Pensong dan Cristian
Amon (PAS), berkas pencalonannya diterima oleh KPUD karena
memenuhi kriteria syarat jumlah minimal dukungan.

Setelah penerimaan pasangaan calon perseorangan, KPUD
menerima pendaftaran pasangaan calon Rupinus dan Aloysius (RA) yang
diusung oleh Partai Demokrat (PD), Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Pasangan calon berikutnya yang mendaftar adalah Simson dan Paulus
Subarno (SS) yang diusung Partai Nasdem, Partai Gerakan Indonesia
Raya (GERINDRA), dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA). Pasangan
calon terakhir yang mendaftar adalah Yansen Akun Effendy dan
Saharudin (YES) yang diusung oleh Partai Golkar, dan Partai Amanat
Nasional (PAN).

Tahapan berikutnya adalah proses verifikasi syarat calon, yang
menjadi akar konflik antara KPUD dan pasangan calon PAS. Yaitu
temuan Surat Pemberitahuan Tahunan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak (SPTPP) yang tidak dipenuhi oleh keempat pasangan
calon (Simson, Cristian Amon, Rupinus, dan Saharudin)3, dan dokumen
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggar Negara (LHKPN) palsu milik
Saharudin ketika proses verifikasi dokumen syarat calon dilakukan oleh
KPUD. Terkait LHKPN palsu tersebut, KPUD memperoleh surat
pemberitahuan dari KPK melalui surat nomor :R-8046/10-12-08/2015
tanggal 21 Agustus 2015 perihal informasi dugaan ketidaksesuaian tanda

2Teknik ini sebagaimana merujuk karya dari Cornelis Lay dalam tulisan berjudul Growing Up In Kupang.
Sebagai editor, Gerry van Klinken mengatakan bahwa teknik pengumpulan data dengan mengandalkan
memoar penulis dimasa lampau tersebut dengan istilah “The technique of interviewing the self’. (Lay,
2014:147)

3 Untuk Rupinus, tidak terpenuhinya SPTPP disebabkan NPWP yang diberikan bukan atas nama dirinya,
sehingga SPTPP tidak bisa diverifikasi di kantor pajak Pratama Sanggaul.
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terima LHKPN dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah, dan Surat KPU RI
Nomor 508/KPU/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015 perihal Informasi
Dugaan Ketidaksesuaian Tanda Terima LHKPN.

Dari kedua informasi tersebut, semestinya KPUD Sekadau
mendiskualifikasi keempat pasangan calon dan memperpanjang masa
pendaftaran calon selama tiga hari. Namun KPUD malah memilih untuk
mendiskualifikasi bakal pasangan calon YES dan meloloskan ketiga bakal
pasangan calon lainnya. Pertimbangan KPUD tidak meloloskan pasangan
calon YES karena tahapan perbaikan syarat calon telah melewati batas
waktu yang ditetapkaan oleh peraturan perundang-undangan dan adanya
dokumen LHKPN palsu sehingga syarat penyampian LHKPN tidak
terpenuhi, meskipun Saharudin telah berupaya menyampaikan dokumen
LHKPN baru.

Di sisi lain, salah satu anggota KPUD yakni Marselinus Daniar
terindikasi kuat berpihak kepada pasangan calon tersebut. Hal ini
terbukti dengan keberadaan dokumen perbaikan LHKPN tanggal 11 dan
18 Agustus 2015 yang berada pada dirinya (wawancara Tohidin), yang
secara normatif kelembagan, syarat tersebut harus diserahkan kepada
sekretariat KPUD dan dibuktikan dengan dokumen tanda terima.
Keterlibatan Marselinus Daniar juga diperkuat dengan hilangnya
dokumen asli berita acara verifikasi yang menyatakan LHKPN milik
Saharudin tidak pernah dikeluarkan oleh KPK, mengingat pada waktu
hilangnya dokumen tersebut hanya Marselinus Daniar dan peneliti yang
berada di kantor KPUD dan bisa mengakses dokumen tersebut?.
Keberpihakan Marselinus Daniar untuk meloloskan pasangan calon
Yansen Akun Effendy juga tercermin dari segi pemenuhan persyaratan
untuk mengumumkan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 4 huruf
PKPU 12 tahun 2015), belum dipenuhi oleh Yansen Akun Effendy.
Peristiwa ini melibatkan anonim 4 yang diminta Marselinus Daniar untuk
membantu mengumumkan di media massa online, dimana penginputan
berita tersebut menggunakan komputer milik sekretariat KPUD
(wawancara anonim 4).

Sebagaimana keputusan KPUD yang telah mendiskualifikasi YES
dari peserta pemilihan, kemudian YES menempuh mekanisme
penyelesaian konflik antara peserta Pemilihan dan penyelenggara dalam
proses kandidasi di ranah Panwaslu. Dalam penyelesaian sengketa
tersebut, keputusan Panwaslu bersifat final dan mengikat (Pasal 141-144

“Hilangnya dokumen tersebut tidak berselang beberapa menit setelah penulis melakukan pemindaian tersebut
untuk dijadikan soft file. Sehingga kemudian alat bukti yang dipergunkan ketika persidangan adalah hasil
cetak dari soft file tersebut.
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UU 1 tahun 2015), sehingga inilah menjadi peluang terakhir bagi YES
untuk lolos sebagai peserta Pemilihan.

Dalam penyelesaian sengketa tersebut, peran Panwaslu sangat
dominan atau bisa dikatakan sebagai veto player (Tsebelis 1995). Hal ini
terbukti dengan diterimanya permohonan bakal pasangan calon YES
untuk ditetapkan kembali sebagai peserta Pemilihan. Pertimbangan
diterimanya keberatan tersebut karena Saharudin telah melakukan upaya
memperbaiki syarat calon (LHKPN), meskipun tahapan perbaikan syarat
calon telah melampaui batas. KPUD yang tidak memiliki legal standing
untuk melakukan upaya hukum terhadap keputusan tersebut akhirnya
harus mengikuti amanat dari peraturan perundang-undangan, sehingga
tidak ada pilihan lain bagi KPUD selain menetapkan YES yang telah
didiskualifikasi, sebagai peserta Pemilihan.

Terkait dengan pertimbangan Panwaslu dalam memutus sengketa
antara KPUD dan Peserta Pemilihan tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan (pasal 23 ayat 2 Perbawaslu 8 tahun
20195), dalam hal ini yang mengatur syarat calon dan tahapan Pemilihan.
Diskresi hanya dapat dilakukan dalam konteks belum adanya peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian terhadap
suatu masalah, dan masalah tersebut harus diselesaikan dengan segera®
(Sihotang et.al, 2017:63-64). Dalam pada itu, ketiga orang anggota
Panwaslu menyadari bahwa yang telah diputus oleh KPUD sudah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, akan tetapi mereka
mempertimbangkan adanya upaya serius Saharudin dalam memperbaiki
persyaratan tersebut (wawancara Marselinus Oktavianus, Stepanus, dan
Nicodemus Bohot)®.

Dengan argumen yang cukup lemah tersebut, perlakuan permisif
dari ketiga anggota Panwaslu tidak terlepas dari adanya kepentingan dari
kandidat RA untuk memenangkan pemilihan. Adanya gratifikasi
keagamaan yang diterima oleh Stepanus (wawancara anonim 3),
Marselinus Oktavianus yang memiliki afiliasi dengan Albertus Pinus yang
merupakan politikus PDIP melalui jejaring kekerabatan (wawancara
Marselinus Oktavianus), dan Nicodemus Bohot salah satu fungsionaris
PDIP di Sekadau (wawancara Nicodemus Bohot).

5Dalam konteks kerangka negara hukum, diskresi memiliki unsur-unsur: 1) Sebagai bentuk dari konsekuensi
dari konsep negara kesejahteraan; 2) Merupakan bentuk sikap dari campur tangan pemerintah atau pejabat
administrasi negara; 3) Dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul secara
tiba-tiba atau belum dimuat dalam ketentuan undang-undang; 4) Diambil berdasarkan inisiatif sendiri dari
pemerintah; 5)Bertujuan untuk memberikan pelayanan publik; 6)Dimaksudkan untuk mengisi kekurangan
peraturan perundang-undangan; 7)Tidak bertentangan dengan sistem hukum atau pun norma-norma dasar

(Sihotang et.al, 2017:63-64).
6 Ketiganya adalah komisioner Panwaslu Sekadau
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Keberpihakan Panwaslu juga tercermin dari perlakuan yang tidak
adil selama masa kampanye. Adanya pengabaian terhadap pelanggaran
kampanye oleh RA, dan sebaliknya berlaku tegas dan ketat terhadap
pelanggaran kampanye oleh SS mempertegas bahwa Panwaslu memihak
pasangan RA (wawancara Andi Sarpini)’.

Dengan demikian tidak mengherankan bahwa pertimbangan
Panwaslu dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kekuatan-
kekuatan luar (Mahfud MD dalam Thaib & Adi, 1998:48), sehingga
terbuka peluang intervensi politik (Mahfud MD, 2017:9). Oleh karena itu
pengambilan keputusan dalam penyelesaian sengketa tidak hanya bisa
dilihat dari sisi Panwaslu yang memiliki kuasa, tetapi kuasa atas putusan
yang diambil bisa dipengaruhi oleh pihak yang bisa memberikan
pengaruh kekuasaan terhadap aksi-aksi sadar untuk memengaruhi isi
dari keputusan tersebut menjadi penting (Heywood, 2014:15). Dalam
konteks ini maka harus dimaknai kekuasaan bukan hanya berada pada
level pengambilan keputusan tetapi juga berada di luar pengambilan
keputusan (Lukes dalam Chalik, 2017:60), sehinga aktor diluar yang
paling berpengaruh terhadap keputusan tersebut adalah aktor yang
berhasil memenangkan pertarungan politik tersebut (Robinson, 2006:4).

Faktor Penyebab Manipulasi Pemilu

Dalam pemilihan tersebut terjadi persaingan yang cukup sengit
antara RA dan SS. Rupinus (RA) merupakan calon petahana yang
menjabat sebagai wakil bupati berasal dari sub suku Dayak Taman
Sekado. Sub suku Dayak Taman Sekado bukanlah sub suku Dayak
mayoritas di Sekadau, untuk itu RA memilih pasangan calon yang berasal
dari sub suku Dayak Mualang (wawancara ananonim 1). Strategi ini
diambil tidak lain karena pesaing terkuatnya yakni Simson (SS) berasal
dari suku Mualang, selain itu Paulus Subarno yang menjadi pasangan
calon Simson juga dikenal memiliki basis massa yang kuat di Kecamatan
Sekadau Hulu, hal ini terbukti dengan sudah empat kali ia lolos sebagai
anggota DPRD semenjak pemilu 1999 hingga pemilu 2014.

Untuk menghadapi kompetitor terberatnya itu, maka RA
mendorong YES untuk menjadi peserta Pemilihan. Strategi mendorong
YES sebagai peserta Pemilihan dengan pertimbangan Yansen Akun
Efendy berasal dari etnis Cina sedangkan Saharudin berasal dari etnis
Senganan (dayak yang telah memeluk Islam) dan masih memiliki
hubungan keluarga dengan Paulus Subarno. Strategi ini menjadi logis
ketika gratifikasi keagamaan diterima oleh salah satu anggota Panwaslu,

" Andi Sarpini adalah ketua Panwscam Nanga Taman
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dan dua anggota Panwaslu lainnya terafiliasi dengan PDIP, sebagai partai
pengusung RA, selain itu Aloysius merupakan kader dari PDIP. RA juga
mendukung pasangan calon perseorangan PAS, disebabkan faktor
Pensong yang meruapakan etnis senganan dan berasal dari kecamatan
Nanga Taman, selain itu dipilihnya Cristian Amon juga tidak terlepas dari
etnis Mualang.

Hubungan antara strategi politik RA untuk mengalahkan SS dan
manipulasi Pemilu dalam proses pencalonan ini memang tidak memiliki
dampak langsung terhadap perolehan suara (outcome determinative), akan
tetapi memiliki dampak tidak langsung terhadap perolehan suara (non-
outcome determinative) (Lopes-Pintor, 2010:9). Dampak tidak langsung
dari manipulasi pemilu terletak pada persebaran perolehan suara dua
kandidat yang diplot untuk menggerus kantong-kantong suara SS,
terutama di Kecamatan Sekadau Hilir dan Belitang yang mayoritas
penduduknya memeluk agama Islam, kemudian di Kecamatan Belitang,
Belitang Hilir, dan Belitang Hulu yang merupakan basis dari etnis
Mualang.

Tabel 1.
Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon
No. BELITANG BELITANG BELITANI:ecal::lNaGt: g NANGA SEKADAU SEKADAU JXIIE'&H
HILIR HULU MAHAP  TAMAN HILIR HULU

1 596 1.028 302 629 2.292 2.443 926 8.216

2 2.084 3.984 5.386 7.557 7.633 11.544 7.910 46.098
3 2.750 5.688 7.824 3.572 5.310 10.303 4.868 40.315
4 895 1.528 245 1.285 969 6.653 1.512 13.087
Jml 6.325 12.228 13.757 13.043 16.204 30.943 15.216 107.716

Ket No: 1. PAS, 2. RA, 3. SS, 4. YES
Sumber: Hasil rekapitulasi KPU Kab. Sekadau tahun 2015

Selain faktor persaingan yang ketat antara RA dan SS, manipulasi
pemilu juga beririsan dengan kepentingan local strongman. Simon Petrus,
yang merupakan mantan Bupati Sekadau dua periode, memiliki
kepentingan terhadap indikasi korupsi pengadaan instalasi jaringan
PDAM Sirin Meragun oleh PT. Batur Aartha Mandiri (PT. BAM)
(wawancara Paulus Subarno). Proyek pengadaan pembangunan instalasi
jaringan air bersih Sirin Meragun yang dianggarkan sebesar Rp. 124
milyar dari tahun 2009 sampai tahun 20118, secara legal formal belum

8 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Jaminan Ketersediaan Dana
Pembangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Sirin Meragun Kabupaten Sekadau Berdasarkan Pelaksanaan
Tahun Jamak

147


http://www.journal.kpu.go.id/

Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia
Edisi 2, September 2020
www.journal.kpu.go.id

bisa dibuktikan terkait ada atau tidaknya korupsi. Akan tetapi yang
menarik adalah PT. BAM sebagai pihak yang mengerjakan proyek air
bersih Sirin Meragun (pontianakpost, 13 April 2011 :23-24), terjerat
kasus korupsi pada pembangunan proyek air bersih di Kabupaten
Melawi. Kasus korupsi tersebut terkait gratifikasi Rp 5 milyar dalam
pembangunan pipanisasi PDAM 2007 dan 2008 di Kabupaten Melawi dan
sudah mendapatkan keputusan hukum tetap (inkrah) dari MA pada 13
Oktober 2015 (suarapemredkalbar.com, 4 April 2019).

Keterlibatan PT. BAM sebagai penyedia jasa kontruksi instalasi
jaringan air bersih Sirin Meragun juga melibatkan nama Cristian Amon
yang memiliki andil sebagai broker yang menghubungkan PT. BAM dan
Simon Petrus. Maka tampak sangat logis ketika Cristian Amon diplot dan
terlibat sebagai peserta dalam pemilihan tahun 2015 mengingat ada
kepentingan bersama yang harus diselamatkan dari jerat lembaga
penegak hukum. Di sisi lain, Simon Petrus yang masih saudara sepupu
dengan Simson (SS) malah lebih cenderung untuk mendukung RA,
karena secara politik Paulus Subarno merupakan lawan politik Simon
Petrus dan dinggap mengetahui borok pada era pemerintahannya.

Walaupun status Paulus Subarno hanya sebagai calon wakil
bupati, akan tetapi Simson memiliki jejak kasus korupsi ketika menjabat
sebagai Kepala Dinas Kabupaten Melawi. Hal ini sebagaimana terbukti
pada 15 Januari 2019 status penyidikan kasus korupsi dana sosialisasi
BPJS di Kabupaten Melawi sudah diserahkan oleh Polda Kalimantan
Barat ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Dalam dokumen tersebut,
salah satu tersangkanya adalah Simson selaku mantan kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Melawi (postkotapontianak.com, 21 Januari 2019).
Fakta ini dapat dikaitkan dengan sikap Simon Petrus yang mendukung
RA daripada saudara sepupunya karena apabila dikemudian hari Simson
diberhentikan dari jabatan bupati, maka secara konstitusional Paulus
Subarno yang menjadi bupati.

Selain kepentingan dalam menutupi kasus korupsi politiknya,
setelah RA terpilih, Simon Petrus masih memiliki kuasa untuk
memepertahankan separuh birokratnya di pemerintahan, selain itu Ia
juga mendapat jatah dari tunjangan dari jabatan Bupati yang dijabat oleh
Rupinus (wawancara anonim 2 dan anonim 3).

KESIMPULAN

Manipulasi dalam Pemilu tidak bisa hanya dilihat dari setiap
upaya langsung dalam mengubah hasil perolehan suara. Manipulasi juga
harus dipahami dalam segala bentuk upaya yang terencana dan
tersetruktur dalam wupaya memenangkan Pemilu. Dalam konteks
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manipulasi dalam proses pencalonan Pilkada Kabupaten Sekadau tahun
2015, manipulasi Pemilu dilakukan dalam upaya melegalkan kontestan
yang tidak memenuhi syarat dengan menggunakan mekanisme rapat
pleno tertutup oleh KPUD, dan mekanisme ajudikasi oleh Panwaslu.
Dengan kata lain, yang dilakukan penyelenggara Pemilu tidak memenuhi
prinsip penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, yaitu prinsip
berkeadilan (fain.

Lebih lanjut, adanya regulasi dan lembaga khusus yang diberikan
kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Pilkada, tidak menjamin
manipulasi dalam Pilkada tidak terjadi. Dalam penelitian ini terlihat
regulasi dan kewenangan yang diberikan kepada Panwaslu hanya menjadi
alat dalam upaya meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi
syarat. Alih-alih sebagai alat kontrol KPU, tindakan panwaslu malah
mirip dengan Panwaslak yang menjadi alat pembenar segala kecurangan
Golkar di era Orde Baru (perludem, 2006:60).

Temuan penelitian ini juga menegasikan bahwa manipulasi Pemilu
hanya dilakukan dengan melanggar undang-undang (Davalos & Dong
dalam Vickery & Shein 2012:7), atau pendapat Lehoucq dan Molina
(dalam Mozaffar & Schedler, 2002:19) yang mengatakan bahwa undang-
undang dapat menghalangi pihak-pihak dari merumuskan klaim-klaim
yang keliru. Penelitian ini menunjukkan manipulasi Pemilu juga bisa
dilakukan dengan penggunaan atau memanipulasi undang-undang itu
sendiri (secara legal formal), dengan kata lain, temuan ini mengonfirmasi
bahwa manipulasi melalui Legal Control (dalam hal ini melalui proses
ajudikasi) lebih permisif dan dapat diterima (McDonald 1972).

Dalam pada itu, merujuk pada peran yang dilakukan KPUD dan
Panwaslu, maka temuan ini memperkaya definsi manipulasi Pemilu oleh
Vickery dan Shein (2012) yang menggap pelakunya adalah penyelenggara
yang bersifat tetap, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh penyelenggara
ad hoc (Panwaslu).

Kasus manipulasi dalam proses pencalonan tidak hanya
disebabkan oleh keberpihakan KPUD dan Panwaslu, namun terkait erat
dengan persaingan ketat di antara peserta Pemilihan (Lehoucq,
2003:250). Manipulasi Pemilu juga dapat dipengaruhi oleh elit politik di
luar kontestan yang memiliki kepentingan untuk tetap berkuasa atau
bahkan menutupi kasus korupsi politik. Hal ini tentunya menguatkan
pendapat Birch (2011) bahwa korupsi pemilu sangat mungkin terkait
dengan korupsi lainnya.

Temuan penelitian ini juga mengonfirmasi penelitian yang
dilakukan Demos (2003-2005) sebagaimana dikutip oleh Hanif dan
Praktikno (2012:189), bahwa elite tetap menjadi aktor penentu dalam
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proses politik lokal di mana akar rumput hanya memiliki ruang sempit
untuk terlibat secara aktif. Elite dominan (local strongman) telah
mengadaptasi dan memanipulasi instrumen demokrasi yang ada untuk
mempertahankan dominasi ekonomi, politik, budaya mereka. Untuk
memastikan kepentingan mereka, para elit ini mengerahkan sumber daya
ekonomi dan non-ekonomi, termasuk jaringan sosial, pengetahuan, dan
informasi.

Kasus Pilkada Sekadau juga dapat dikatakan sebagai contoh
penyelenggaraan Pilkada yang demokratis hanya dimaknai dengan
menyerahkannya pada mekanisme dan prosedur saja, akan tetapi
mengabaikan substansi penyelenggaraan Pilkada yang demokratis, yakni
pergantian kepemimpinan dengan cara-cara jujur dan adil.

SARAN

Dalam wupaya menutup celah manipulasi dalam konteks
penyelesaian proses pencalonan, penulis merekomendasikan sebagai
berikut:

1. Diperlukan transparansi dalam setiap hasil verifikasi syarat calon
yang dilakukan KPUD. Transparansi tersebut difungsikan sebagai
mekanisme popular control (Beetham, 2007) terhadap segala tindakan
dan kebijakan KPUD dalam setiap proses pencalonan dengan
memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang
sudah ada.

2. Dalam konteks penyelesaian sengketa, diperlukan sekat untuk
memutus konflik kepentingan antara pengadil dengan peserta
pemilihan dan penyelenggara :

a. Membentuk sebuah peradilan khusus pemilu yang berkedudukan
di Ibukota Provinsi, atau dengan mempertimbangakn faktor
geografis bisa dibentuk berdirinya peradilan khusus pemilu
dengan Dberbasiskan zonasi sebagaimana pola kementrian
keuangan membentuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN);

b. Menempatkan hakim tidak berdasarkan daerah asal, dan
melakukan rotasi daerah tugas dalam jangka waktu lima tahun;

c. Tidak boleh terlibat sebagai anggota parati politik minimal lima
tahun sebelum mendaftar sebagai hakim peradilan khusus
pemilu;

3. Memangkas kewenangan Panwaslu sebagai pengadil, dan digantikan
dengan kewenangan untuk menuntut pihak-pihak yang melakukan
pelanggaran Pemilu ke pardilan khusus Pemilu (jaksa Pemilu), dan
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hakim khusus peradilan Pemilu harus memiliki kompetensi dan
pengetahuan dalam bidang keilmuan hukum dan politik (kepemiluan);
. Untuk syarat menjadi penyelenggara pemilu, diberlakukan kembali
syarat tidak boleh terlibat sebagai anggota parati politik minimal lima
tahun sebelum mendaftar;

. Penting bagi KPU untuk lebih konsen pada masalah integritas
penyelenggara pemilu (electoral integrtity) daripada mengurusi
masalah tingkat partisipasi pemilih (voter turn out), mengingat pada
riset sebelumnya seperti diungkapkan oleh Schiller (1999), Mellaz
(2018), dan Muhtadi (2018) bahwa tingginya partisipasi pemilih sangat
erat kaitannya dengan mobilisasi pemilih oleh peserta pemilu dengan
cara-cara curang (electoral fraud).
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